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BAB I
PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah Pengadilan Tingkat Pertama di bawah

naungan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan ditingkat pertama. Dengan

semangat reformasi dan birokrasi yang terus bergulir peningkatan pelayanan kepada

masyarakat merupakan titik utama penyelenggaraan layanan peradilan saat ini.

Hal tersebut selaras dengan visi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yaitu

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Yang Agung”, visi tersebut dapat

tercapai bila Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dapat mewujudkan tujuan sebagai

berikut :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum

yang berkepastian setara dan berkeadilan;

2. Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional;

Guna mencapai tujuan tersebut Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong harus

menetapkan rencana strategis tahun 2025 - 2029, Sasaran Strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;

2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Dalam usaha untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi 5 (lima) tahun kedepan,

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mencanangkan Program Jangka Menengah

yang merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang serta penyesuaian Program

Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dalam Blue Print Mahkamah Agung RI

2010-2035. Adapun program kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.

2. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan.

3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.

4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.

5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Peningkatan Pelayanan Publik terhadap pencari keadilan dan Masyarakat Umum.

7. Menuju Manajemen Perkantoran Modern.
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Selain hal diatas sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI dalam agenda

pembaharuannya, maka Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan sumber daya

manusia yang ada, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkomitmen memberikan

pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, mewujudkan cita-cita pembaharuan

badan peradilan dan mewujudkan Pengadilan Yang Agung (Court of Excellence). Komitmen

memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dituangkan dalam

program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

a. Website Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

Dengan adanya SK KMA 2-144/KMA/SK/I/2022 maka pada Pengadilan Negeri

Simpang Tiga Redelong juga telah membuat website PN Simpang Tiga Redelong

dengan alamat : www.pn-Simpang Tiga Redelong.go.id dimana website tersebut

memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan secara aktual dan

akurat.

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong juga telah disinkronisasikan

dengan website Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sehingga masyarakat

pencari keadilan dapat mengakses untuk mencari informasi perkara yang sedang

berjalan secara langsung. Aplikasi SIPP tersebut dapat langsung diakses di

https://sipp.pn-Simpang Tiga Redelong.go.id/

c. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Guna memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat secara cepat,

tepat, lengkap, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi sebagai sarana/medianya, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

telah menyediakan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Program Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2025 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri

Simpang Tiga Redelong terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu

penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung

tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Simpang Tiga

Redelong pada Tahun 2025 Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

mengeluarkan kebijakan yaitu:

https://sipp.pn-sinabang.go.id/
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a. Mengimplementasikan “One Day Minutation” sebagai langkah agar

prosentase SIPP Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong meningkat.

b. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan

dibacakan.

c. Optimaliasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam court

calendar.

d. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada

SIPP.

e. Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (e-Court) E-

court Mahkamah Agung adalah suatu aplikasi dari Mahkamah Agung yang

memungkinkan untuk mendaftarkan perkara hingga persidangan secara

online. Keunggulan dari e-court adalah adanya fasilitas e-filling (pendaftaran

secara online), e-payment (pembayaran perkara secara online), e-summon

(pemanggilan secara online) dan e-litigasi (persidangan secara online).

f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP.

3. Pengawasan Rutin / Reguler

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terus melaksanakan pengawasan rutin/

regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap Bagian

Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor :KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
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BAB II
KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

A. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA
Sebagai salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman di lingkungan

peradilan umum, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong memiliki tugas pokok :

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukankepadanya sesuai dengan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Berikut disajikan data Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga

Redelong periode januari – desember 2025 :

Tabel 1 : Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong 2025

No Perkara
Sisa Tahun

2024
Masuk
Tahun
2025

Putus
Tahun 2025

Sisa
Perkara

A Perkara Pidana
Pidana Biasa 7 82 70 19

Pidana Singkat 0 0 0 0

Pidana Cepat 0 0 0 0

Lalu lintas 0 444 444 0

Pidana Anak 0 0 0 0

Pidana Praperadilan 0 1 1 0

B Perkara Perdata
Perdata Gugatan 2 8 5 5

Perdata Permohonan 0 10 10 0

Gugatan Sederhana 0 0 0 0

Perlawanan ( Derden

Verzet)

0 0 0 0

Jumlah 9 545 530 24

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
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B. PENYELESAIAN PERKARA

− Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Seluruh perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada

tahun 2025 dapat diputus tepat waktu. Jumlah perkara yang diputus di Pengadilan

Negeri Simpang Tiga Redelong tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel : Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Yang Diputus tepat waktu Tahun
2025

No Perkara
Jumlah

perkara yang
diputus

tahun 2025

Putus
Tahun 2025

(Tepat
waktu)

Putus Tahun
2025 (Tidak
tepat waktu)

A Perkara Pidana
Pidana Biasa 70 70 0

Pidana Singkat 0 0 0

Pidana Cepat 0 0 0

Lalu lintas 444 444 0

Pidana Anak 0 0 0

Pidana Praperadilan 1 1 0

B Perkara Perdata 0

Perdata Gugatan 5 5 0

Perdata Permohonan 10 10 0

Gugatan Sederhana 0 0 0

Perlawanan ( Derden Verzet) 0 0 0

Jumlah 530 530 0

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

− Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi,
dan PK.

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang

tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK pada tahun 2025.
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Tabel : Jumlah Perkara Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Tahun 2025

NO Jenis perkara Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

1. Pidana Biasa 57

2. Pidana Anak 0

3. Perdata

Gugatan/Bantahan
5

Tabel : Jumlah Perkara yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025

NO Jenis perkara Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

1. Pidana Biasa 56

2. Pidana Anak 0

3. Perdata

Gugatan/Bantahan
5

Tabel : Jumlah Perkara yang Tidak Melakukan Upaya Hukum PK Tahun 2025

NO Jenis perkara Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

1. Pidana Biasa 69

2. Pidana Anak 0

3. Perdata

Gugatan/Bantahan
0

− Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restoratif.

Berikut disajikan data perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan

restoratif
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No Jumlah Perkara yang diajukan
Restoratif

Jumlah Perkara Yang dilakukan Restoratif

Berhasil Gagal

1. 2 2 0

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

− Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi.

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

yang berhasil di mediasi pada tahun 2025.

Tabel : Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2025

No Jumlah Perkara Perdata Masuk
Jumlah Perkara Yang di Mediasi

Berhasil Gagal

1. 8 1 7

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

− Jumlah Perkara Anak Yang Behasil Melalui Diversi.

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

masuk dalam proses persidangan pada tahun 2025.

Tabel : Jumlah Perkara Anak Tahun 2025

NO Perkara anak yang masuk Diversi Berhasil Gagal Ket.

1 Tidak ada

perkara

diversi

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

− Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court.
Berikut adalah jumlah perkara perdata yang menggunakan ecourt pada tahun 2025

pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

NIHILN I H I L
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Tabel : Jumlah Perkara Perdata yang menggunakan ecourt

No Jumlah Perkara Perdata Masuk
Jumlah Perkara Yang Menggunakan Ecourt

Ya Tidak

1. 8 8 0

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

− Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-BERPADU).
Berikut adalah data jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-

Berpadu)

Tabel : Jumlah Perkara yang Dilimpahkan Secara Elektronik

No Jumlah Perkara Pidana Masuk

Jumlah Perkara Yang Dilimpahkan Secara
Elektronik

Ya Tidak

1. 82 82 0

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

1. LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E-
BERPADU).

Berikut adalah data jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-
Berpadu)

Tabel : Jumlah Layanan Perkara Pidana secara Elektronik

No Jumlah layanan Perkara Pidana
yang Masuk

Jumlah layanan Perkara Pidana yang Masuk
diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Ya Tidak

1. 82 82 0

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL.
Program Prioritas Nasional terdapat 3 kegiatan yaitu :

- Posbakum

- Sidang keliling/Pelayan terpadu

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
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Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melaksanakan program

prioritas nasional hanya 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan POSBAKUM kegiatan

tersebut ditunjang dengan ketersedian anggaran pada DIPA Pengadilan.

Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap

kantor Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

− Posbakum
Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh

pihak-pihak yang tidak mampu, Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama

dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan

memberikan layanan hukum sebagai berikut:

1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;

2. Bantuan pembuatan dokumen hukum;

3. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana

maupun perkara perdata;

4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya

perkara sesuai syarat yang berlaku;

5. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat

sesuai syarat yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2025 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Memperoleh

anggaran pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) dengan

lamanya jam layanan 280 (dua ratus delapan puluh) jam layanan, berikut data

pelaksanaan Pos bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong :

Tabel : Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tahun 2025

No Triwulan Realisasi
Jam

Layanan

Jumlah Masyarakat
yang Menerima

Layanan

Nama organisasi
Pemberi Jasa

Keterangan

1 I 48 4 PAHAM

2 II 48 40 PAHAM

3 III 48 50 PAHAM

4 IV 48 51 PAHAM

Jumlah 192 145 PAHAM

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
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Tabel : Pelaksanaan Realisasi Anggaran Posbakum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tahun
2025

No Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran

Sisa Anggaran Keterangan

1 28.000.000 28.000.000 0

- Sidang keliling/Pelayanan Terpadu
Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai wujud Program Pengadilan

Negeri Simpang Tiga Redelong Kelas II dalam Rangka membangun wilayah bebas

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Dengan adanya System

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan pencari Keadilan dan pengguna

layanan Pengadilan dapat dilayani dengan cepat dan maksimal dan Transparan.

Tabel : Jumlah Layanan PTSP

Jumlah Layanan PTSP pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

Selama Tahun 2025

NO SATKER

Total Jumlah
Layanan yang
diberikan
(Orang)

Nama Layanan

Layanan
Pidana
(Orang)

Layanan
Perdata
(Orang)

Layanan
Tipikor
(Orang)

Layanan
Hukum
(Orang)

Layanan
Umum
(Orang)

1 PN Simpang Tiga
Redelong

689 249 32 - 194 214

Sumber data : layanan PTSP Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong .

- Perkara Prodeo
Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-

pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau

kepada Ketua Majelis Hakim, Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan

secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen

biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan,

biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi,

biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas, Bagi masyarakat yang tidak mampu

dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan

mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
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2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau

Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga

Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan

hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan

beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua

Pengadilan.

Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:

a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat

Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.

b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh

Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama)

memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak

lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di

muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.

c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan,

Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri

permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan,

yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus

apakah dikabulkan atau tidak.

d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin

berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas

perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.

e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat

berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya

berperkara secara umum.

Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan

anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat

secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah

diakses. Pada tahun 2025 Tidak tersedia Anggaran guna penyelesaian perkara
secara Prodeo.
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BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai Instansi pemerintah yang memberi Pelayanan Publik di bidang peradilan, Kualitas

Pelayanan dan kinerja sangat diutamakan, kualitas pelayanan dan kinerja ditentukan

dengan dukungan Sumber Daya Manusia baik itu Kualitas maupun Kuantitasnya.

Peningkatan SDM Aparatur Peradilan sangatlah perlu untuk terus diasah dan ditingkatkan,

demikian juga dengan kuantitas pelaksananya juga perlu dipenuhi.

Keadaan Sumber Daya Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Pengadilan Negeri Simpang
Tiga Redelong dapat kami tampilkan dalam matriks sebagai berikut :

Tabel : Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tahun 2025

No Nama Pegawai Jabatan
Pangkat/Go

longan
Pendidikan

1 Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.,M.H.
Ketua
Pengadilan

IV/a PASCASARJANA

2 Eni Rahmawati, S.H., M.H.
Hakim Tingkat
Pertama

IV/a PASCASARJANA

3 Jantrio Parhusip, S.H.
Hakim Tingkat
Pertama

III/a STRATA I

4 Riris Novtasya Yolanda Sihombing, S.H.
Hakim Tingkat
Pertama

III/a STRATA I

5 Naillah Noor Indrasara, S.H.
Hakim Tingkat
Pertama

III/a STRATA I

6 Hanna Aqidatul Izzah, S.H.
Hakim Tingkat
Pertama

III/a STRATA I

7 Reinaldo Epindo Seh Sitepu, S.H.
Hakim Tingkat
Pertama

III/a STRATA I

8 Ceria Rahma Yani Br Sitepu, S.H.
Hakim Tingkat
Pertama

III/a STRATA I

9 Muhammad Hamidi, S.H.
Panitera
Tingkat
Pertama

III/d STRATA I

10 Andi Pranoto, S.H. Sekretaris III/c STRATA I

11 Saifullah
Panitera
Muda

III/c SLTA
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12 Yaumil Yuliakhir, S.H.
Panitera
Muda

III/c STRATA I

13 Joni Fernando, S.H.
Panitera
Muda

III/b STRATA I

14 Subandi
Kepala
Subbagian

III/c SLTA

15 Susi Susanti, S.H.,M.H.
Kepala
Subbagian

III/c PASCASARJANA

16 Sufianto, A.Md. Juru Sita III/c DIPLOMA III

17 Muhammad Amin, S.H.
Klerek - Analis
Perkara
Peradilan

III/a STRATA I

18 FAUZAN YUSRA SIREGAR, S.T.
Teknisi Sarana
dan Prasarana

III/a STRATA I

19 Nova Thresia Hutahaean, A.Md.T.

Klerek -
Pengelola
Penanganan
Perkara

II/c DIPLOMA III

20 Demak Maria Lusiana, A.Md.A.B.

Klerek -
Pengelola
Penanganan
Perkara

II/c DIPLOMA III

21 DESI KARTIKA SIMARMATA, A.Md.Kom.
Klerek -
Dokumentalis
Hukum

II/c DIPLOMA III

22 SWENNY SIMATUPANG, A.Md.
Klerek -
Dokumentalis
Hukum

II/c DIPLOMA III

23 GUSTI MAS PANJI, A.Md.
Klerek -
Dokumentalis
Hukum

II/c DIPLOMA III

24 SARAH YOHANA, A.Md.
Klerek -
Dokumentalis
Hukum

II/c DIPLOMA III
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Pada bagian kesekretariatan jabatan yang kosong terdiri dari :

1. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

berdasarkan Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut :

Grafik 1 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Grafik 2 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
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Berikut disajikan perbandingan Jumlah Hakim, Tenaga Kepaniteraan dan

Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga

Redelong tahun 2025.
Grafik 3 : Perbandingan Jumlah Sumber daya Manusia berdasarkan Tenaga Teknis dan Non Teknis

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.
keterangan :
Hakim : 8 personel
Tenaga kepaniteraan : 12 personel
Tenaga kesekretariatan : 4 personel

Grafik 4 : Perbandingan Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Gender.

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

Selain Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dalam Pelaksanaan kegiatan sehari-hari

perkantoran pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong juga dibantu oleh
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tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinera (PPPK) berikut data personel

tenaga kontrak di Lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada

tahun 2025

Tabel : Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja

N
o Nama Pegawai Jabatan Pangkat/

Golongan Pendidikan

1 Muhammad Rizal, S.Pd.
Operator - Penata
Layanan Operasional,
Panitera Muda Perdata

IX STRATA I

2 Fazil Maulana , S.E.
Operator - Penata
Layanan Operasional,
Panitera Muda Hukum

IX STRATA I

3 Riski Munandar, S.T.

Operator - Penata
Layanan Operasional,
Subbagian Perencanaan,
Teknologi Informasi,
dan Pelaporan

IX STRATA I

4 Luthfil Fajri, S.T.

Operator - Penata
Layanan Operasional,
Subbagian
Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata
Laksana

IX STRATA I

5 Deni Afriyanto, S.I.P.

Operator - Penata
Layanan Operasional,
Subbagian
Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata
Laksana

IX STRATA I

6 Sadar Pribadi, S.H.

Operator - Penata
Layanan Operasional,
Subbagian Umum dan
Keuangan

IX STRATA I

7 Djoko Surjanto, A.Md.T.

Pengelola Layanan
Operasional, Subbagian
Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata
Laksana

VII DIPLOMA III

8 Alvin Rahma Setiawan, A.Md.T.
Pengelola Layanan
Operasional, Subbagian
Umum dan Keuangan

VII DIPLOMA III
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9 Irwansyah

Operator Layanan
Operasional, Subbagian
Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata
Laksana

V SLTA

10 Alpi Sahri Apriadi
Operator Layanan
Operasional, Subbagian
Umum dan Keuangan

V SLTA

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

- Mutasi
Pada tahun 2025 mutasi masuk dilingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga

Redelong adalah sebagai berikut :

Tabel : Mutasi Masuk Tahun 2025

No Nama Pegawai TMT Ket

1 Eni Rahmawati, S.H., M.H. 14 November 2025

2 Jantrio Parhusip, S.H. 23 Juni 2025

3 Riris Novtasya Yolanda Sihombing, S.H. 23 Juni 2025

4 Naillah Noor Indrasara, S.H. 23 Juni 2025

5 Hanna Aqidatul Izzah, S.H. 23 Juni 2025

6 Reinaldo Epindo Seh Sitepu, S.H. 23 Juni 2025

7 Ceria Rahma Yani Br Sitepu, S.H. 23 Juni 2025

8 Muhammad Hamidi, S.H. 18 September 2025

9 Andi Pranoto, S.H. 26 September 2025

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

Pada tahun 2025 yang Pegawai mutasi keluar pada lingkungan Pengadilan Negeri

Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut :

Tabel : Mutasi Keluar Tahun 2025

No Nama Pegawai TMT Ket

1 Fatria Gunawan, S.H., M.H 28 Oktober 2025

2 Beny Kriswardana, S.H., M.Kn 01 Agustus 2025
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3 Dedi Alnando, S.H., M.H. 28 Juli 2025

4 Ricky Fadila, S.H 29 Juli 2025

5 Muhammad, S.H 09 September 2025

6 Sukarman, S.H 01 Oktober 2025

7 Desti Suryani, S.H 10 Desember 2025

8 Cut Fitri Dasti, S.Kom 01 September 2025

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

- Promosi

Data promosi pada lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tahun 2025

adalah sebagai berikut :

Tabel : Promosi Tahun 2025

No Nama Pegawai TMT Ket

1 Fatria gunawan, S.H., M.H 28 Oktober 2025

2 Jantrio Parhusip, S.H. 23 Juni 2025

3 Riris Novtasya Yolanda Sihombing, S.H. 23 Juni 2025

4 Naillah Noor Indrasara, S.H. 23 Juni 2025

5 Hanna Aqidatul Izzah, S.H. 23 Juni 2025

6 Reinaldo Epindo Seh Sitepu, S.H. 23 Juni 2025

7 Ceria Rahma Yani Br Sitepu, S.H. 23 Juni 2025

8 Desti Suryani, S.H 10 Desember 2025

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.
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- Pensiun

Pegawai yang mengundurkan diri pada tahun 2025:

Tabel : Pensiun Tahun 2025

No Nama Tanggal Keterangan

N I H I L

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

- Diklat
Untuk memenuhi standar pelayanan publik tersebut maka Mahkamah Agung

melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia dengan cara mengikutsertakan pegawai

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk mengikuti Pelatihan dan Diklat yang

berguna bagi peningkatan kualitas dan kemampuan kerja.

Berikut adalah daftar Pegawai pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang

mengikuti Diklat dan Pelatihan pada tahun 2025 :

Tabel : Berikut Data Diklat sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
tahun 2025

No Nama Hakim / Pegawai Nama Diklat Yang Diikuti Ket

1 Muhammad Amin Pelatihan Dasar CPNS 2025/ Gelombang
III/ Angkatan V/ Secara daring dan
klasikal

2 Swenny Simatupang Pelatihan Dasar CPNS 2025 Secara
Daring

3 Desi Kartika Simarmata Pelatihan Dasar CPNS 2025 Secara
Daring

4 Sarah Yohana Pelatihan Dasar CPNS 2025 Secara
Daring

5 Naillah Noor Indrasara, S.H. - Bimbingan Teknis Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) secara Online
(Daring)
- Bimbingan Teknis Mediator dengan
Metode Blended Learning Bagi Hakim
Angkatan IX di Lingkungan Peradilan
Umum Tahun Anggaran 2025 (Daring)
- Bimbingan Teknis Mandiri Eksekusi
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Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Banda
Aceh Tahun 2025 (Daring)

6 Muhammad ABdul Hakim
Pasaribu

7 Riris Novtasya Yolanda
Sihombing,S.H.

- Bimbingan Teknis Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) secara Online
(Daring)
di Lingkungan Peradilan Umum Tahun
Anggaran 2025 (Daring)
- Bimbingan Teknis Mediator dengan
Metode Blended Learning Bagi Hakim
Angkatan
IX di Lingkungan Peradilan Umum Tahun
Anggaran 2025 (Daring)
- Bimbingan Teknis Mandiri Eksekusi
Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Banda
Aceh Tahun 2025 (Daring)
- Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) Terpadu Bagi Hakim
Tingkat Pertama Peradilan Umum dan
Aparat Penegak Hukum Seluruh
Indonesia
(Tatap muka)
- Pelatihan Singkat Pnedalaman
Substansi Dan Kebaruan Pidana Nasional
(UU Nomor
1 Tahun 2023) Pertama dan Tingkat
banding Peradilan Umum dan Peradilan
Agama
Seluruh Indonesia GEL.2

8 Fauzan Yusra Siregar Pelatihan Dasar CPNS 2025 Secara
Daring

9 Eni Rahmawati, SH.,MH Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi
Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional
(UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim
Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding Peradilan
Umum dan Peradilan Agama Seluruh
Indonesia Gelombang 2
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10 Jantrio Parhusip, SH Bimbingan Teknis Sistem Peradilan
Pidana Anak

11. Reinaldo Epindo Seh Sitepu - Kegiatan Bimbingan Teknis Mediator
Dengan Metode Blended Learning Bagi
Hakim Angkatan IX Di Lingkungan
Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025 -
Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi
Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional
(UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim
Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding Peradilan
Umum dan Peradilan Agama Seluruh
Indonesia Gelombang 2 - Bimbingan
Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak
Secara Online (Daring) Di Lingkungan
Peradilan Umum

12. Hanna Aqidatul Izzah - Bimbingan Teknis Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) Secara Online
(Daring) di Lingkungan Peradilan Umum
Tahun Anggaran 2025
- Pelatihan Singkat Pendalaman
Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana
Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi
Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding Peradilan
Umum dan Peradilan Agama Seluruh
Indonesia Gelombang 2
- BIMBINGAN TEKNIS MEDIATOR
DENGAN METODE BLENDED
LEARNING BAGI HAKIM ANGKATAN IX
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2025
- BIMBINGAN TEKNIS MANDIRI
EKSEKUSI PERDATA PENGADILAN
TINGGI BANDA ACEH TAHUN 2025

11 Andi Pranoto, SH Bimtek Kepegawaian 2025 secara daring

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.
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BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,

DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan terdiri dari pengelolaan keuangan perkara dan pengelolaan

keuangan DIPA, Berikut data Laporan Keuangan Perkara dan pengelolaan keuangan

DIPA Tahun 2025

1. Keuangan Perkara

Berikut disajikan laporan keuangan perkara perdata periode januari – desember 2025

Tabel : Laporan Keuangan Perkara periode Januari - Desember Tahun 2025

No
Nama jenis

Penerimaan/pengel
uaran

Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir

1. Saldo Awal 9.555.003,-
2. Penerimaan 22.386.501,-

3. Pengeluaran 26.173.504,-

Jumlah 9.555.003,- 22.386.501,- 26.173.504,- 5.768.000,-

Sumber data : Kepaniteraan Muda Perdata

2. Laporan Keuangan DIPA

Pada tahun anggaran 2025 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong memperoleh

anggaran sebesar Rp.3.894.886.000,- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan untuk

anggaran DIPA 03 Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 33.950.000,

Tabel : Realisasi Anggaran Dipa 01 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Tahun 2025

No Uraian Pagu DIPA Realisasi Sisa Dana

Rp. Rp. % Rp. %

Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

Rp4.474.653.000 Rp4.352.075.874 97,26 Rp122.577.126 2,74

1 Belanja Modal Rp33.600.000 Rp21.000.000 62,50 Rp12.600.000 37,50

2 Dukungan Manajemen
Non Operasional

Rp700.000 Rp700.000
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Pengadilan

3 Pembayaran Gaji dan
Tunjangan

Rp3.306.393.000 Rp3.254.236.909 98,42 Rp52.156.091 1,58

4 Operasional dan
Pemeliharaan Kantor

Rp1.133.660.000 Rp1.076.018.965 94,92 Rp57.641.035 5,08

5 Layanan Pemantauan
dan Evaluasi

Rp300.000 Rp120.000 40,00 Rp180.000 60,00

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Tabel : Realisasi Anggaran Dipa 03 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Tahun 2025

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
1. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung kantor Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibangun di atas tanah

seluas 14,478m² dengan luas Bangunan Gedung Kantor 653m². Pada halaman

depan gedung kantor terdapat pos jaga seluas 6 m² dan tempat parkir kendaraan

roda 4 (empat).

Gedung kantor Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terdiri dari 2 (dua) lantai,

dengan penataan ruangan-ruangan sebagai berikut :

a. Lantai 2

1. Ruang Kerja Ketua, dilengkapi dengan toilet;

2. Ruang Kerja Wakil Ketua, dilengkapi dengan toilet;

3. Ruang Kerja Hakim, dilengkapi dengan toilet;

4. Ruang Kepaniteraan Muda Hukum

5. Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana

6. Ruang Sub Bagian PTIP

7. Ruang Arsip,

8. Ruang perpustakaan

9. Ruang rapat/Media Center;
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10. Ruang Panitera Pengganti;

11. Ruang Server

b. Lantai 1

1. Ruang Sidang Utama,

2. Ruang sidang anak;

3. Ruang Mediasi

4. Ruang Laktasi/kesehatan

5. Ruang tahanan dewasa dilengkapi toilet;

6. Ruang tahanan anak dilengkapi toilet;

7. Ruang Kepaniteraan Muda Pidana

8. Ruang Kepaniteraan Muda Perdata

9. Ruang Subbag Umum dan Keuangan dilengkapi toilet;

10. Ruang Panitera.

11. Ruang Sekretaris

12. Ruang Jaksa;

13. Ruang Pos Pelayanan Hukum;

14. Kamar Mandi Pengunjung Pria dan wanita yang terletak bagian belakang.

15. Ruang Tunggu pengunjung sidang.

16. Ruang Layanan Terpadu satu Pintu.

Tabel : Aset Tanah dan Bangunan.

No Nama Aset Jumlah Keterangan
1. Tanah 1 Aset tanah telah bersertifikat

seluruhnya An. Pemerintah

RI Cq. Mahkamah Agung RI

2. Bangunan Gedung Kantor

Permanen

1 Digunakan untuk gedung

kantor

3. Bangunan Rumah Dinas Tipe C - Tidak memiliki rumah dinas
Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Simpang

Tiga Redelong antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang.

Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Negeri

Simpang Tiga Redelong adalah :
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No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1 Ruang Ketua 1

2 Ruang Wakil Ketua 1

3 Ruang Hakim 1

4 Ruang Panitera 1

5 Ruang Sekretaris 1

6 Ruang Sidang Umum 1

7 Ruang Sidang Anak 1

8 Ruang Panmud 3

9 Ruang Kasubbag 3

10 Ruang IT/server 1

11 Ruang Jaksa 1

12 Ruang Mediasi/Diversi 1

13 Ruang Tahanan 3

14 Ruang Laktasi 1

15 Ruang Posbakum 1

16 Ruang Rapat 1

17 Ruang Arsip 1

18 Ruang Pustaka 1

19 Ruang Jurusita 0

20 Ruang Panitera Pengganti 0

Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Kantor

No Aset

Kondisi

Total
Baik Rusak

Ringan
Rusak
Berat

1 P.C Unit 26 1 0 27

2 Lap Top 20 2 0 22

3 Pesawat Telephone 5 0 0 5

4 Infokus 1 0 0 1

5 Rak Kayu 1 0 0 1
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6 Rak Besi 2 0 0 2

7 Lemari Kayu 13 0 0 13

8 Filing Cabinet Besi 2 0 0 2

9 PABX 1 0 0 1

10 LCD Projector/Infocus 1 0 0 1

11 Mesin Absensi 0 1 0 1

12 AC Split 3 0 0 3

13 Camera Digital 1 0 0 1

14 Audio Mixing Portable 1 0 0 1

15 Audio Mixing Console 1 0 0 1

16 Uninterruptible Power Supply
(UPS) 5 2 0 7

17 Loudspeaker 4 0 0 4

18 CCTV - Camera Control
Television System 10 0 0 10

19 Meja Rapat 2 0 0 2

20 Kursi Kayu 10 0 0 10

21 Kursi Besi/Metal 150 10 0 160

22 Meja Kerja Kayu 63 0 0 63

23 Brandkas 2 0 0 2

24 Router 1 0 0 1

25 handy talky 12 0 0 12

26 Camera Conference 1 0 0 1

27 micrphone 11 0 0 11

28 Televisi 1 0 0 1

29 Sice 6 0 0 6
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30 Genset 1 0 0 1

31 Printer 2 12 14

32 Scaner 2 0 0 2

33 Facsimili 1 0 0 1

34 Server 2 0 0 2

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Tabel : Kendaraan Dinas

No Uraian Tahun
Perolehan

Kondisi Keterangan
Baik Rusak

ringan

Rusak

berat

1 Jenis kendaran roda 4

2 Toyota Avanza 2014 - 1 - DIPA Satker

3 Toyota Innova Reborn 2015 - 1 - DIPA Satker

4 Jenis kendaraan Roda 2 DIPA Satker

5 Yamaha Vixion 2016 1 - - DIPA Satker

6 Yamaha Xride 2016 1 - - DIPA Satker
Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

− Implementasi E-court di Lingkungan Peradilan Umum.

Guna menunjang implementasi E-court Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

telah menyiapkan sarana dan prasarana berupa meja Layanan Ecourt berupa Pojok

Layanan Ecourt, melakukan sosialisasi melalui media website dan akun resmi

media sosial Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
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Gambar : Meja layanan Ecourt

- Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya

pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pembenahan dan

peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya

keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi

Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Gambar : Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara(SIPP).
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Gambar : Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP

Pada tahun 2025 bandwith Internet 100 Mbps internet Dedicated demi meningkatkan

konektifitas akses terhadap aplikasi / sistem berbasis elektronik yang ada di Mahkamah

Agung RI termasuk SIPP. Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Negeri

Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut :

Tabel : Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2025

No
Satuan
Kerja

Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya

Internet Server PC Laptop Printer
Access
Point

Router
Switch
Hub

Layar
Informasi

KiosK

1 PN Simpang
Tiga
Redelong

100
Mbps
Internet
Dedicated

2 12 9 16 9 1 1 1 1

Data tersebut merupakan perangkat IT yang dalam kedaan kondisi baik.
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Gambar : Server Penunjang SIPP.



Page | 31

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Tahun

2025 dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik

yang diberikan kepada masyarakat. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui

tingkat kepuasan pengguna layanan serta menilai kesesuaian pelayanan dengan

standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan survei dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh masyarakat

pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan. Hasil pengukuran

menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong secara umum berada pada kategori

baik. Hasil ini menjadi dasar bagi satuan kerja dalam melakukan evaluasi dan

penyusunan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan secara

berkelanjutan.

Berikut kami sajikan hasil survey kepuasan pengguna layanan pengadilan Tahun

2025 sebagai berikut:

Tabel Hasil Survei Indeks kepuasan masyarakat

No Ruang Lingkup Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Rata-rata Kategori

1 Persyaratan Pelayanan 3,9 3,9 3,91 3,40 3,78
Sangat
Baik

2 Prosedur Pelayanan 3,9 3,87 3,91 3,50 3,80
Sangat
Baik

3 Waktu Pelayanan 3,84 3,93 3,91 3,60 3,82
Sangat
Baik

4 Biaya/Tarif pelayanan 3,97 3,93 3,91 3,75 3,89
Sangat
Baik

5
Produk spesifikasi jenis
layanan

3,87 3,9 3,85 3,93 3,89
Sangat
Baik
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6 Kompetensi pelaksana 3,87 3,96 4 3,96 3,95
Sangat
Baik

7 Perilaku pelaksana 3,96 3,96 4 3,93 3,96
Sangat
Baik

8
Penanganan
Pengaduan

3,93 3,77 3,82 4,00 3,88
Sangat
Baik

9 Sarana dan Prasarana 4,00 4,00 4,00 3,96 3,99
Sangat
Baik

Indeks Kepuasan
Masyarakat (Skala 4)

3,91 3,93 3,93 3,79 3,89
Sangat
Baik

Indeks Kepuasan
Masyarakat (Skala 100)

97,66 97,94 98,17 94,63 97,10
Sangat
Baik

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan secara terintegrasi

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan

tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Adapun Tujuan Penerapan PTSP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

2. Mempersingkat proses pelayanan.

3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti,

dan terjangkau.

4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada

masyarakat.

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah menerapkan PTSP beserta

aplikasi PTSP-nya sehingga dapat menyederhanakan prosedur pelayanan

sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan diterapkannya PTSP.
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Gambar : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

C. Inovasi Pelayanan Publik.
Guna memberikan Pelayanan Publik yang Prima pengadilan Negeri Simpang

Tiga Redelong melakukan inovasi berupa Aplikasi Denda Tilang Berbasis Web

dan Pojok Kerja.

1. Aplikasi Informasi Tilang

Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah para pelanggar lalulintas
mengetahui besaran denda tilang yang telah diputus oleh Pengadilan tanpa
harus datang ke Pengadilan para pelanggar lalu lintas cuku mengakses
alamat http://tilang.pn-simpangtigaredelong.go.id/ dari gadget yang
terhubung dengan koneksi internet.

Gambar : Aplikasi Informasi Tilang.

http://tilang.pn-sinabang.go.id/
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Aplikasi ini menindaklanjuti Tata cara sidang dan pembayaran denda tilang
sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 12 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam
Pasal 4 dijelaskan “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh
pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”.

2. Aplikasi E- Berpadu

Berdasarkan Nota Kesepahaman nomor: 03/KMA/NK/VI/2025 pada tanggal 21 Juni

2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor:

99/KMA/OT.01.3/6/2022 pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi

e-Berpadu, serta sehubungan dengan telah diberlakukannya aplikasi e-Berpadu

pada seluruh Pengadilan di Indonesia, bersama ini disampaikan kepada Lembaga

Penegak Hukum (LPH) bahwa :

a. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Pusat dapat mengajukan

permohonan pembuatan akun Admin LPH ke Mahkamah Agung RI;

b. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Provinsi termasuk Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengajukan permohonan pembuatan akun

Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum masing-

masing;

c. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Kabupaten/Kota dan

Kecamatan termasuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Nanggroe
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Aceh Darussalam, dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH

melalui satuan kerja Pengadilan Negeri di wilayah Hukum masing-masing;.

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah

mengsosialisasikan Aplikasi E-Berpadu ke pada Instasi Penegak Hukum di wilayah

hukum Kabupaten Simeulue dan telah merealisasikan percepatan elektronisasi

administrasi perkara pidana melalui Inovasi pelayanan Aplikasi e-

Berpadu( Elektronik Berkas Pidana Terpadu).

Yang dimaksud Aplikasi E-Berpadu adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak

Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi

Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ( Lapas,Satpol PP

dan WH) . Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai

berikut :

a. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik

b. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan

c. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan

d. Pengajuan Perpanjangan Penahanan

e. Penangguhan Penahanan

f. Permohonan Pembantaran Penahanan

g. Permohonan Penetapan Diversi

h. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

i. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang

ke Pengadilan

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana

dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan

efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan

bagi masyarakat pencari keadilan.
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BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus

menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan

represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan

rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sendiri pengawasan telah dilakukan

secara rutin dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 94/KPN.W1-U19/SK.PW1.1/VIII/2025 Tentang

Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas, Hakim Pengawas Bidang dan Hakim

Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat).

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dilakukan secara internal

untuk kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi atas temuan internal tersebut.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/ 080 / SK / VIII /

2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah

pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi

pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus

dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan

yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080 / SK /

VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud,

tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

Maksud Pengawasan :

a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaran teknis peradilan, pengelolaan

administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai

dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan

pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

c. Untuk mecegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan

penyelenggaraan peradilan.

d. Untuk menilai kinerja.
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Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan

dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan

untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas

pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Fungsi Pengawasan :

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana

mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang

meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya

berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/

080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu

Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

a. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya

tersebut berjalan secara efekif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan

peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam

satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan,

pengawasan fungsioanal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah

Agung RI.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong,

yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan

Melekat adalah :

a. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.

b. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.

c. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan

Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan

mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat
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(Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan

Negeri Simpang Tiga Redelong, Nomor 94/KPN.W1-U19/SK.PW1.1/VIII/2025 Tentang

Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas, Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas

dan Pengamat (Kimwasmat) adalah sebagai berikut :

Tabel : Hakim Pengawas Bidang

No Nama Jabatan Kedudukan

1 Fatria Gunawan, S.H., M.H WAKIL KETUA Koordinator Hakim Pengawas

2 Jantrio Parhusip, S.H. HAKIM Kepaniteraan Muda Pidana.

Hakim Pengawas dan

Pengamat (Wasmat)

3 Riris Novtasya Yolanda Sihombing, S.H. HAKIM Hakim Pengawas Bidang

Kepaniteraan Muda Perdata ,

Mediasi dan PTSP

4 Hanna Aqidatul Izzah, S.H. HAKIM Hakim Pengawas Bidang

Kepaniteraan Muda Hukum

5 Naillah Noor Indrasara, S.H. HAKIM Hakim Pengawas Bidang

Subbag Umum dan Keuangan

6 Ceria Rahma Yani Br Sitepu, S.H. HAKIM Hakim Pengawas Bidang Sub

Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan

Pelaporan

7 Reinaldo Epindo Seh Sitepu, S.H. HAKIM Hakim Pengawas Bidang Sub

Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tatalaksana

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik setiap bulan menyampaikan

laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Simpang Tiga Redelong.

Selain adanya pengawasan secara internal Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong juga

menerima pengaduan melalui email, kotak pengaduan dan pengaduan melalui aplikasi

SIWAS
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B. Monitoring Dan Evaluasi

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada

kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan

keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat

kualitatif.

Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong secara rutin melaksanakan Apel

setiap hari Senin Pagi dan hari Jum’at Sore serta melakukan Evaluasi kinerja aparatur

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melalui Rapat Bulanan yang selalu

dilaksanakan tiap bulannya Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga

difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam

pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun

kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan

sistem Mengadakan rapat bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu ke-1, yang

dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
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BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah memberikan pelayanan terbaik bagi

masyarakat dan pencari keadilan dengan memberikan layanan berupa kemudahan

memperoleh informasi mengenai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melalui

Website resmi Pengadilan Negeri Simpa

ng Tiga Redelong www.pn-simpangtiga redelong.go.id, kemudahan dalam mendapatkan

informasi mengenai jadwal sidang, proses perkara melalui aplikasi penelusuran perkara

dengan mengakses www.sipp.pn-Simpang Tiga Redelong.go.id, direktori putusan

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

serta menyediakan pelayanan POSBAKUM bagi masyarakat.

B. Rekomendasi
Pelayanan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terhambat oleh 4 () hal yaitu :

1. Kurangnya SDM untuk Tenaga Teknis Fungsional dan staff pegawai yang

membantu bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sangat mempengaruhi

kinerja Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

2. Belum tersedianya Rumah Dinas Negara di Pengadilan Negeri Simpang

Tiga Redelong.

3. Masih kurangnya fasilitas di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

seperti: kendaraan dinas, dan tempat parkir kendaraan roda 4 bagi

pengunjung yang memadai.

4. Masih kurangnya sarana dan prasaran pada Pengadilan Negeri Simpang

Tiga Redelong seperti halnya hanya terdapat satu ruang sidang utama untuk

melakukan persidangan.
Untuk mengatasi hambatan tersebut di harapkan untuk segera adanya :

1. Diperlukan penambahan Tenaga Teknis Fungsional serta staf pendukung

pada bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan melalui pengusulan formasi

baru, mutasi internal, maupun redistribusi pegawai. Pemenuhan SDM ini

penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta kualitas pelayanan peradilan.

2. Diperlukan pengusulan pembangunan atau pengadaan Rumah Dinas

Negara bagi aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong guna

http://www.sipp.pn-sinabang.go.id
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menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, meningkatkan

kedisiplinan, serta mendukung kesiapsiagaan pegawai dalam pelayanan

kepada masyarakat.

3. Diperlukan penambahan dan peningkatan fasilitas penunjang, khususnya

pengadaan kendaraan dinas serta penyediaan area parkir kendaraan roda

empat bagi pengunjung yang memadai dan sesuai standar, guna

meningkatkan kelancaran operasional dan kenyamanan pengguna layanan

pengadilan.

4. Diperlukan penambahan atau pembangunan ruang sidang baru, mengingat

saat ini hanya tersedia satu ruang sidang utama. Penambahan ruang sidang

bertujuan untuk mengoptimalkan jadwal persidangan, mengurangi

penumpukan perkara, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses

peradilan.
Demikian Laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
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 NILAI INDEK 

3,97 / 99,35 % 
PERIODE 1 Juli 2025 SAMPAI 30 SEPTEMBER 2025 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 

 Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah 

secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan 

di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Simpang Tiga 

Redelong mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. 

 Filosofi dasar yang digunakan dalam Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang 

dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa 

dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan 

pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini 

menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di 

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang diambil dengan kuesioner. 

 Pelaksanaan Survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke 

depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga 

laporan ringkas ini, berguna bagi bebagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan 

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Simpang Tiga Redelong,    Oktober 2025 
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PENGADILAN SIMPANG TIGA REDELONG 
PRIMA (Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel 

NILAI INDEK 

3,97 / 99,35 % 
PERIODE 1 Juli 2025 SAMPAI 30 SEPTEMBER 2025 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan 

didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan 

kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang 

publik. 

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat 

untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang 

atau jasa yang memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam 

pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh 

pemerintah yang semakin rumit dan kompleks. 

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam 

pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk 

dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan 

berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar 

ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya 

dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan Publik cenderung 

bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan 

persaingan. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas 

pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang 

berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah 

untuk memperbaiki kualitas layanan. Keadaan ini didukung oleh barang yang memiliki 

karakteristik public goods, dimana barang yang disediakan pemerintah pada umumnya 

merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat banyak dan tingkat keterhabisannya 

cenderung rendah, sehingga perlu pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan barang 

dengan keberadaan pemerintah menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan public 

goods tersebut. 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum 

memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan 

masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga 

memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan 

ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan 

pelayanan public adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna 
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layanan. Mengingat jenis layanan public sangat beragam dengan sifat dan karakteristik 

yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik 

survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong 

melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaak Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. 

B. Tujuan dan Sasaran 

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat 

sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 

di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan 

Masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di 

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. 

C. Rencana Kerja Pelaksanaan 

Pengukuran/Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri 

Simpang Tiga Redelong ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025 - September 2025. 

D. Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM) di Pengadilan 

Negeri Simpang Tiga Redelong, antara lain: 

1. Tim Survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan 

sampel diambil dengan teknik simple random sampling. 

2. Tim Survei membuat instrument berupa angket/kuesioner, berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

3. Tim Survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan 

menentukan jadwal pelaksanaan survei. 

4. Tim Survei melakukan survei sesuai jadwal. 

5. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survey dan diserahkan 

kepada tim survei. 
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6. Tim Survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kusioner yang rusak dan 

tidak terisi lengkap maka kusioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis. 

7. Tim Survei mengkoordinir kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan 

menganalisis data. 

8. Tim Survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif. 
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BAB II 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Metode Survei 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa 

angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistic deskriptif. Guna melengkapi 

hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap. 

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan 

Negeri Simpang Tiga Redelong, antara lain: Pencari Keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dll. 

Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik simple random sampling. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Data pada penilitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan 

jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir. 

 

C. Variabel Pengukuran IKM 

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 14 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Survei Kepuasan masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

yang terdiri dari ruang lingkup, antara lain: 

1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu Pelayanan 

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk meyelesaikan seluruh 

proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayan. 

6. Kompetensi Pelaksana 
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Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Maklumat Pelayanan 

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban 

penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

D. Teknik Analisis Data  

Analisis data pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan 

Negeri Simpang Tiga Redelong ini digunakan analisis statistik deskriptif. 

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam 

kuesioner dengan 9 item, dengan empat option jawaban. Adapun penghitungannya 

menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya 

mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri 

Simpang Tiga Redelong ditentukan sebagai berikut: 

Tabel 1. Kategori Mutu Pelayanan 

No. Mutu Pelayanan Norma Skor 

Skala 100 Skala 1-4 

1. A (Sangat Baik) 81,26-100,00 3,26-4,00 

2. B (Baik) 62,51-81,25 2,51-3,25 

3. C (Kurang Baik) 43,76-62,50 1,76-2,50 

4. D (Tidak Baik) 25,00-43,75 1,00-1,75 
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BAB III 

PROFIL RESPONDEN 
 

A. Umur 

Tabel 2. Responden Menurut Karakteristik Umur 

No Umur Frekuensi 

1 18-28 15 

2 29-39 9 

3 40-49 7 

4 50-59 3 

5 60-69 0 

6 Tidak Mencantumkan Usia 0 

Jumlah 34 

 

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden 

pada penelitian ini berumur 18-28 tahun sebanyak 15 responden. 

B. Jenis Kelamin 

Tabel 3. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi 

1 Laki-laki 15 

2 Perempuan 19 

3 Tidak Mencantumkan Jenis Kelamin 0 

Jumlah 34 

 

  Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden 

pada penelitian ini berjenis kelamin Perempuan sebanyak 19. 

C. Pendidikan Terakhir 

Tabel 4. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir Frekuensi 

1 Tidak Sekolah 0 

2 SD 1 

3 SMP 2 

4 SMU 20 

5 Diploma 1 

6 S1 9 
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7 Pasca Sarjana 1 

8 Tidak Mencantumkan 

Pendidikan Terakhir 
0 

Jumlah 34 

 

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden 

pada penelitian ini berpendidikan terakhir SMU sebanyak 20 Responden.  

D. Pekerjaan Utama 

Tabel 5. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama 

No Pekerjaan Utama Frekuensi 

1 PNS 3 

2 TNI/POLRI 0 

3 Swasta 5 

4 Wiraswasta/Usahawan 0 

5 Lainnya 25 

6 Tenaga Kontrak 1 

7 Tidak Mencantumkan Pekerjaan 0 

Jumlah 34 

 

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden 

pada penelitian ini berpekerjaan Lainnya sebesar 25 responden. Selain yang telah 

disebutkan ada juga yang mengisi pilihan Lainnya, seperti berpekerjaan sebagai Ibu 

Rumah Tangga, Advocat, Petani, Staf Notaris dan Pelajar/ Mahasiswa. 
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BAB IV 

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN 
 

Berdasarkan survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Simpang Tiga 

Redelong dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebesar 99,35% atau 

3,97  berada pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 81,26 s/d 100,00). 

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari Sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya 

adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tabel 6. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup 

No. Ruang Lingkup Rata-rata Skor Kategori Peringkat 

1. Persyaratan 3,97 Sangat Baik 2 

2. Prosedur 3,94 Sangat Baik 3 

3. Waktu Pelayanan 3,94 Sangat Baik 3 

4. Biaya/Tarif 4,00 Sangat Baik 1 

5. Produk Spesifikasi Jenis 

Pelayanan 

4,00 Sangat Baik 1 

6. Kompetensi Pelaksana 4,00 Sangat Baik 1 

7. Perilaku Pelaksana 3,94 Sangat Baik 3 

8. Sarana dan Prasarana  3,97 Sangat Baik 2 

9. Penanganan Pengaduan, 

Saran dan Masukan 

4,00 Sangat Baik 
1 

 

A. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-

rata skor sebesar berada pada interval skor 3,97 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 

kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan 

pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori “sangat baik”. 

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, 

ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

Tabel 7. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Persyaratan 
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No. Jawaban Skor Frekuensi 

1. Sangat Mudah 4 33 

2. Mudah 3 1 

3. Cukup Mudah 2 0 

4. Sulit 1 0 

Jumlah 34 

 

  Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis 

berikut ini. 

 

Gambar 1. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Persyaratan 

 

B. Prosedur 

  Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,94 

berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan 

masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori 

“Sangat Baik”. 

  Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan 

pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

Tabel 8. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Prosedur 
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No. Jawaban Skor Frekuensi 

1. Sangat Baik 4 32 

2. Baik 3 2 

3. Cukup Baik 2 0 

4. Tidak Baik 1 0 

Jumlah 34 

 

  Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis 

berikut ini. 

 

Gambar 2. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup : Prosedur 

 

C. Waktu Pelayanan 

  Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-

rata skor sebesar 3,94 berada pada interval skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan 

demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu 

pelayanan berada pada kategori “sangat baik”. 

  Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan 

pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

Tabel 9. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Waktu Pelayanan 
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No. Jawaban Skor Frekuensi 

1. Sangat Cepat 4 32 

2. Cepat 3 2 

3. Cukup Cepat 2 0 

4. Lambat/Lama 1 0 

Jumlah 34 

 

  Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis 

berikut ini. 

 

Gambar 3. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Waktu pelayanan 

 

D. Biaya/Tarif 

  Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dan penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil 

analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26-4,00 

kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan 

pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori “sangat  baik”. 

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, 

ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini. 

 

 

 

Tabel 10. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Biaya/Tarif 
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No. Jawaban Skor Frekuensi 

1. Tanpa Biaya 4 34 

2. Murah 3 0 

3. Cukup Murah 2 0 

4. Mahal 1 0 

Jumlah 34 

 

  Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis 

berikut ini. 

 

Gambar 4. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Biaya/Tarif 

E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

  Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-

rata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan 

demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk 

spesifikasi berada pada kategori “baik”. 

  Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan 

pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut 

ini. 

 

 

 

Tabel 11. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
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No. Jawaban Skor Frekuensi 

1. Sangat Memuaskan 4 34 

2. Memuaskan 3 0 

3. Cukup Memuaskan 2 0 

4. Tidak memuaskan 1 0 

Jumlah 34 

 

  Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis 

berikut ini. 

 

Gambar 5. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

 

F. Kompetensi Pelaksana 

  Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis 

diperoleh rata-rata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori 

“sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna pengadilan ruang 

lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori “sangat baik”. 

  Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan 

pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

Tabel 12. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana 

SANGAT 
MEMUASKAN, 

34

MEMUASKAN, 
0

CUKUP CEPAT; 
0

TIDAK 
MEMUASKAN, 

0
0
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No. Jawaban Skor Frekuensi 

1. Sangat Mampu 4 34 

2. Mampu 3 0 

3. Kurang Mampu 2 0 

4. Tidak Mampu 1 0 

Jumlah 34 
 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini: 

 

Gambar 6. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana 

 

G. Perilaku Pelaksana 

  Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil 

analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,94 berada pada interval skor 3,26-4,00 

kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan 

pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori “sangat baik”. 

  Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan 

pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 13. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana 

No. Jawaban Skor Frekuensi 

1. Sangat Ramah 4 32 

2. Ramah 3 2 

3. Tidak Ramah 2 0 

4. Sangat Tidak Ramah 1 0 

SANGAT 
MAMPU, 34

MAMPU, 0
CUKUP CEPAT; 

0
TIDAK MAMPU, 

0
0
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Grafis Ruang Lingkup Persyaratan
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Jumlah 34 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. 

 

 

Gambar 7. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana 

 

H. Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan Prasarana adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban 

penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil 

analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,97 berada pada interval skor berada pada interval 

skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna 

layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan berada pada kategori “sangat baik”. 

 Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, 

ruang lingkup Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 14. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana 

No. Jawaban Skor Frekuensi 

1. Sangat Sesuai 4 33 

2. Sesuai 3 1 

3. Tidak Sesuai 2 0 

4. Sangat Tidak Sesuai 1 0 

Jumlah 34 

 

 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut 

ini. 
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Gambar 8. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana 

 

I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

  Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor 

sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “sangat baik”. Dengan 

demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penangan 

pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori “sangat baik”. 

  Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan 

pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 15. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

No. Jawaban Skor Frekuensi 

1. Sangat Baik 4 34 

2. Baik 3 0 

3. Cukup Baik 2 0 

4. Tidak Baik 1 0 

Jumlah 34 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual disajikan dalam grafis berikut ini. 
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Gambar 9. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. 

 

J. Hasil Survei Kualitatif 

  Hasil survey kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran 

responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebarkan. Saran-saran perbaikan 

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang diusulkan responden, antara lain: 

 

Tabel 16. Saran dan Masukan Responden  

NO NAMA RESPONDEN SARAN DAN MASUKAN 

1 Fatimah                                       PN STR Keren... 

2 Chandra M.P Untuk keseluruhan pelayanan disini sangat baik 

3 Yusniar   Pelayana Pidana kususnya untuk izin besuk sangat mudah 

4 Rahma Sarita Pelayanan PN STR Sangat baik dan berkompeten 

5 H. Winnur Wadja Layanan Bagian Perdata sangat baik 

6 Fitri Dayan Pelayanan STR Sangat Baik 

7 ZAID AL ADAWI Pelayanan Sangat Baik 

8 ULFA MAULI Pelayanan bagus 

9 MAYA KARISM Pelayanan baik 

10 SARIANA Informasi jelas 

11 DILLA NOVIRA Informasi jelas 

12 RINA YANTI Dijelaskan dengan baik 

13 AULIA RAHMI  Petugas baik 

14 FITRIANI ULANDARI  Dilayani dengan baik 

15 WAHYU SIMAHBENGI  Pelayanan baik 

16 TIRMI WIJAYA Petugas Ramah 

17 FAZRI RISKI  Pelayanan bagus 

18 WIRA MAULANA  Petugas cepat 

19 GEMA MAULANA AQSA Pelayanan baik 
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20 NOVRIANDI FITRA  Dijelaskan dengan baik 

21 MULYADI  Penjelasan mudah dipahami 

22 ABUKARI ARIREM  Petugas ramah 

23 RAHMADAINI, SH., M.H  Staf memberikan informasi dengan jelas 

24 SRI HARTINI Pelayanan baik 

25 YUSNIAR  Staf baik 

26 ALRISYAHRIA  Melayani dengan baik 

27 FITRILIA MENTARI    Pelayanan baik 

28 EDI SAMSUAR  Sraf ramah 

29 FANDY ARTHA   Pelayanan baik 

30 MASLIDA      Tanpa dipungut biaya 

31 YULIA AGUSTINA  sangat memuaskan 

32 SULFIA MAHARANI  Staf ramah dan pelayanan baik 

33 HAIRAM FITRI  Pelayanan baik 

34 Fatimah                                       sangat baik 

 

K. Rencana Tindak Lanjut 

  Setelah diperoleh hasil pengolahan data IKM, maka perlu dilakukan analisa 

terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, 

sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari IKM itu sendiri. Analisa masing-

masing unsur IKM dapat dilakukan dengan cara: 

a. Analisa Univariat 

  Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan 

hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan 

diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti: frekuensi 

distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta 

perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses 

analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif 

program SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

b. Analisa Bivariat 

  Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara 

satu unsur dengan unsur lain. Contoh: hubungan antara unsur menjual pengaruh dengan 

unsur transparansi biaya, atau unsur transparansi biaya dengan unsur transparansi 

pembayaran. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur 

dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah. Melalui analisa ini, 

hasil pengelohan data IPK tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau 

angka IPK), tetapi juga analisa kualitatif. 

Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan 

kebijakan dalam rangka pelayanan publik. 

  Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut 

perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai 
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dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak 

lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka 

menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 

bulan). 

  Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah melaksanakan tindaklanjut 

terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik dilingkungan 

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terhadap unsur Pelayanan yang mendapat nilai 

Indeks Kepuasan Masyarakat terendah yaitu sebagai berikut : 

• Kemudahan Prosedur Pelayanan dilakukan Briefing sebelum dimulainya 

aktifitas pelayanan publik setiap harinya oleh penanggung jawab PTSP. agar 

Petugas PTSP mengimplementasikan konsep pelayanan dengan sederhana, cepat, 

biaya ringan, transparan, akuntabel, adil, ramah, dan sopan.  

• Kecepatan Waktu dilakukan Briefing sebelum dimulainya aktifitas pelayanan 

publik setiap harinya oleh penanggung jawab PTSP tentang Maklumat Pelayanan 

Mahkamah agung R.I dan Maklumat pelayanan Pengadilan Negeri Simpang Tiga 

Redelong Tentang Janji pelayanan sesuai standar dan Kesanggupan memperbaiki 

pelayanan secara berkelanjutan. 

• Kesopanan dan Keramahan Perilaku Petugas dilakukan Brifing kepada petugas 

PTSP untuk mempedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 

026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

 

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil IKM dapat dituangkan dalam tabel berikut: 

Tabel 19. Rencana tindak lanjut perbaikan IKM 

No Prioritas 

Unsur 

Rekomendasi Tindaklanjut Penanggung 

Jawab 

1. Kemudah

an 

Prosedur 

Pelayanan 

Perlu adanya Briefing 

PTSP oleh Hakim 

Pengawas dan 

Penanggung Jawab agar 

Petugas PTSP 

mengimplementasikan 

konsep pelayanan 

dengan sederhana, 

cepat, biaya ringan, 

transparan, akuntabel, 

adil, ramah, dan sopan 

Telah dilakukan Brefing  

dan sosialisasi kepada 

Petugas PTSP agar 

Mengimplementasikan 

konsep pelayanan 

dengan sederhana, 

cepat, biaya ringan, 

transparan, akuntabel, 

adil, ramah, dan sopan. 

Tim Penyusun 

Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 
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2. Kecepata 

dan 

Waktu 

dalam 

memberi 

Pelayanan 

Perlu adanya sosialisasi 

dan mempublikasikan 

terhadap pemohon 

layanan terkait standar 

waktu pelayanan dan 

memberikan 

pembekalan kepada 

petugas PTSP untuk 

meningkatkan 

pengetahuan, keahlian, 

keterampilan dan 

pengalaman agar dalam 

memberikan layanan 

bisa lebih optimal. 

 

Telah dilaksanakan 

sosialisasi Maklumat 

Pelayanan Mahkamah 

agung dan Pengadilan 

Negeri Simpang Tiga 

Redelong Tentang Janji 

pelayanan sesuai 

standar dan 

Kesanggupan 

memperbaiki pelayanan 

secara berkelanjutan 

3. Kesopana

n dan 

Keramaha

n Perilaku 

Petugas 

dalam 

pelayanan 

Perlu adanya adanya 

pelatihan/ sosialisasi 

mengenai pelayanan 

terhadap pengguna 

layanan pengadilan. 

Telah dilaksanakan 

sosialisasi Surat 

Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung 

Nomor : 

026/KMA/SK/II/2012 

Tentang Standar 

Pelayanan Peradilan. 

Menjelaskan tentang 

kewajiban petugas 

layanan informasi 

dilakukan dengan 

pelayanan yang ramah, 

sopan, dan profesional 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri 

Simpang Tiga Redelong dengan sebesar 99,35% atau 3,97 berada pada kategori 

“SANGAT BAIK” (pada interval 81,26 s/d 100,00). 

  Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berada pada 

kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,97. 

2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berada pada 

kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,94. 

3. Waktu Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada kategori 

“Sangat Baik” dengan nilai 3,94. 

4. Biaya/Tarif Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada kategori 

“Sangat Baik” dengan nilai 4,00. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong 

pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 4,00. 

6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong 

pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 4,00. 

7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada 

kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,94. 

8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada kategori 

“Sangat Baik” dengan nilai 3,97. 

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga 

Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 4,00. 

  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan 

Negeri Simpang Tiga Redelong, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya diperoleh 

kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup  biaya/tarif yang 

dikenaka,  jenis layanan dan kemampuan petugas sedangkan yang paling rendah adalah 

ruang lingkup “kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu Pelayanan 

dan  kesopanan,keramahan Petugas”. 

B. Rekomendasi 
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  Adapun rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden, 

sebagai berikut:  

1. Pelayanan PN STR Sangat baik dan berkompeten. 

2. Layanan Bagian Perdata sangat baik. 

3. Staf memberikan informasi dengan jelas. 

4. Layanan mudah diakses. 

5. Informasi tentang prosedur/alur proses layanan sangat mudah dimengerti. 

Rujukan  

  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 

Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 

  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 
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Gambar Pelaksanaan Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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